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ABSTRAK 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA AKUNTABILITAS 

PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WINDUSARI 

KABUPATEN MAGELANG 

 

Oleh: 

Nora Angelita Widiawaty 

 

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Kecamatan Windusari. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi 

masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi 

informasi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur 

menggunakan skala likert. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 20 

desa/kelurahan di Kecamatan Windusari yakni perangkat desa (kepala desa, 

sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kasi Kesra dan yang terlibat ke dalam 

pejabat pengelola aplikasi Siskeudes). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah responden adalah sebanyak 

77 orang. Metode analisis datanya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kompetensi perangkat desa tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) kepemimpinan 

kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) 

partisipasi masyarakat berpengruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, (4) komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

 

Kata Kunci: kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, 

partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah 

desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Seiring dengan perkembangan jaman, kini desa sudah mengalami kemajuan 

yang pesat terutama dalam hal tata administrasi pemerintahan. Menurut UU No. 6 

tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan 

dapat menjadikan desa yang memiliki satu kesatuan yang utuh dalam memajukan 

desanya. Desa memiliki peran penting khususnya pada peran perangkat desa 

setempat dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi 

kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan 

bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan 

otonomi desa menuju kemandirian desa.  

       Dikutip dari bpkp.go.id (13/11/2017) saat ini Kabupaten Magelang Siap 

Implementasikan Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). “Terdapat 200 desa yang akan mengikuti piloting atau 

pengimplementasian Siskeudes Versi 1.6 sementara sejumlah 157 desa lainnya 

akan menyusul di kesempatan berikutnya. Kepala Bidang Perencanaan 

Pengeloaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kabupaten Magelang Shinta Artiningsih menegaskan walaupun terlambat 
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pengimplementasian Siskeudes, Kabupaten Magelang akan cepat mengejar daerah 

lainnya”. 

       Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari magelangkab.go.id 

(12/09/2018) terkait dengan pelatihan Siskeudes di Kecamatan Windusari. Dalam 

berita tersebut dijelaskan bahwa Siskeudes sudah diaplikasikan sejak tahun 

sebelumnya (2017) namun belum semua desa di Kecamatan Windusari 

menggunakan aplikasi tersebut karena keterbatasan keterampilan mengenai 

aplikasi Siskeudes. Akan tetapi pada tahun anggaran 2018 diharapkan semua desa 

se-Kecamatan Windusari sudah lancar menggunakan aplikasi Sistem Keuangan 

Desa (Siskeudes) dalam membuat laporan keuangan desa.  

       Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan SDM perangkat 

desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang dikelola desa 

sangat banyak. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di 

tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. 

Pemberian dana ke desa yang cukup besar, jumlah pelaporan yang beragam dalam 

pengelolaan keuangan desa menuntut tanggung jawab yang besar oleh aparat 

pemerintah desa. Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan pemerintahan desa 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good village 

governance).  

       Pengelolaan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang baik serta 

dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. 
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Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama untuk 

dapat menerapkan prinsip akuntabilitas. Diberikannya alokasi anggaran dari 

APBN akan dikelola oleh pemerintah desa harus diimbangi dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Perangkat desa dapat 

meningkatkan kompetensinya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2014, diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan bidangnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan 

Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas harus diimbangi dengan 

kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran karena perangkat desa 

dengan kompetensi yang memadai tentunya akan mendukung dalam keberhasilan 

pengelolaan dana desa.  

       Kegiatan pemerintahan desa tidak terlepas dari peran pemimpin karena pada 

dasarnya pemimpin bertanggungjawab dan memegang peranan penting atas 

kegiatan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal 

pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang adalah Kepala 

Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa sebagai pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa berwenang untuk menetapkan kebijakan 

tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang 

melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan 

yang ditetapkan dalam APBDesa dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban APBDesa. Segala aktivitas pemerintahan desa dapat 
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terlaksana jika diimbangi dengan diterapkannya kepemimpinan yang efektif oleh 

kepala desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dapat 

mendorong kinerja karyawan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa tidak 

terkecuali dalam pengelolaan dana desa.  

       Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. 

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan 

pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara) dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan 

pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

tahun 2018 Kabupaten Magelang memperoleh dana desa dari APBN sebesar Rp 

329,260,677. 

       Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menggali potensi desa dalam 

mengelola dana desa untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa. Adanya 

partisipasi masyarakat maka akan memberikan dampak positif pada program-

program yang akan dijalankan oleh desa yang menggunakan dana desa. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang 

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu berbagai kegiatan 

desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam segala proses penetapan 

kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap 

pihak manajemen dalam menjalankan organisasi.  
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       Pelayanan publik dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kegiatan 

pemerintahan yang dikelola oleh organisasi perangkat desa harus dapat 

memperhitungkan ketepatan waktu untuk melaksanakan pelayanan informasi 

kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai komitmen bersama kepada 

masyarakat dalam menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi seperti 

data, catatan atau keterangan yang dibuat oleh organisasi perangkat desa dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) yang menyatakan bahwa 

keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dilaksanakan oleh 

pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pengelolaan keuangan desa. 

       Berjalannya suatu pemerintahan juga diikuti dengan perkembangan teknologi 

informasi yang memadai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sistem 

pengelolaan dana desa yang dapat terkondisikan dengan baik yang didukung oleh 

pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

menjalankan kegiatan pemerintahan desa tentu akan berguna untuk menjaring 

data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi 

informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Teknologi 

informasi memiliki kemampuan dalam mengimbangi perubahan-perubahan 

struktur organisasi. Adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat 

menjadikan suatu elemen penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Tingginya 

tingkat pemanfaatan/penggunaan serta penerapan teknologi informasi di 

organisasi merupakan kebutuhan yang penting dalam mengelola aktivitas-aktivitas 
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organisasi pemerintahan.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aulia (2018) yang menyatakan bahwa semakin bagus pemanfaatan teknologi 

informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka akan semakin akurat, 

tepat waktu, transparan dan akuntabel pelaporan keuangan desa tersebut dan 

pertanggungjawaban keuangan desa akan semakin bagus. 

       Saat ini kegiatan pemerintahan desa sudah berbasis teknologi dengan 

mengeoperasikan berbagai aplikasi yang sudah ditetapkan dengan undang-

undang. Setiap desa diwajibkan untuk menerapkan sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil survei pada desa se-Kecamatan 

Windusari diperoleh hasil bahwa pengimplementasian kebijakan pengelolaan 

alokasi dana desa (ADD) belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari kualitas 

sumber daya manusia perangkat desa yang masih tergolong minim. Rendahnya 

tingkat pendidikan membuat kualitas perangkat desa menjadi menurun karena 

sulitnya untuk berperan secara optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai 

perangkat desa. Rata-rata setiap desa mewakilkan satu atau dua perangkat desa 

untuk mengikuti berbagai pelatihan yang berbasis teknologi dengan mempelajari 

aplikasi-aplikasi yang sudah ditetapkan dengan undang-undang seperti aplikasi 

Sistem Keuangan Desa. Pemilihan perangkat desa yang diajukan mengikuti 

pelatihan didasarkan atas adanya kemampuan dalam mengoperasikan komputer 

meskipun tidak disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki 

perangkat desa. 

       Kecamatan Windusari terbagi menjadi 20 desa. Jumlah anggaran dana desa 

yang diperoleh sebesar Rp18.949.088. Kecamatan Windusari menjadi objek 
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penelitian ini dikarenakan berdasarkan data dari Pemerintah Kecamatan 

Windusari untuk tingkat pendidikan Perangkat Desa yang ada di desa se-

Kecamatan Windusari masih tergolong dalam tingkat pendidikan yang relatif 

rendah. Berdasarkan persentase tingkat pendidikan kebanyakan didominasi oleh 

lulusan SLTA ataupun Sederajat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah di desa se-Kecamatan Windusari sudah bagus dalam mengelola dana desa. 

Berikut rincian tingkat pendidikan perangkat desa yang diperoleh, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Data Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Kecamatan Windusari 

Pendidikan Jumlah Persentase 

Sarjana 17 12,14% 

SLTA 88 62,85% 

SLTP 26 18,5% 

SD 4 2,85% 

Jabatan yang kosong 5 3,57% 

Jumlah 140 100% 
Tabel 1  1.2 Data Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Kecamatan Windusari 

 Sumber : Data Kecamatan Windusari tahun 2019      

       Dari hasil pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk mengembangkan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang 

berjudul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa di seluruh Desa se-Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Dilihat dari 

kompetensi perangkat desa sudah berjalan dengan baik dan sudah disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing aparatur desa. Penelitian Dewi dan Gayatri 

(2019) menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Widyatama, Novita, 

dan Diarespati (2017) menyatakan kompetensi aparat pengelola dana desa tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Dewi dan 
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Gayatri (2019) menyatakan kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan penelitian Mahayani 

(2017) menyatakan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa.  

       Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan partisipasi masyarakat 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan 

penelitian Listyawati, Sarmiati, dan Asmawi (2019) menyatakan partisipasi 

masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada 

penelitian Aulia (2018) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Perdana 

(2018) menyatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Pada penelitian Aulia (2018) menyatakan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa, sedangkan penelitian Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan 

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. 

       Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Gayatri (2019) adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi dan Gayatri (2019) antara lain 

Pertama penelitian ini menambahkan variabel Komitmen Organisasi Pemerintah 

Desa, karena komitmen organisasi pemerintah desa merupakan salah satu elemen 

penting dalam akuntabilitas (Behnam dan MacLean, 2011). Keberhasilan 

pengelolaan dana desa secara akuntabel dilaksanakan oleh pemerintah sebagai 
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wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan 

desa. Kedua penelitian ini menambahkan variabel Pemanfaatan Teknologi 

Informasi karena pada dasarnya perangkat desa memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pengolahan informasi dan dokumentasi di bidang pelayanan publik. 

Berdasarkan pernyataan dari BPKP, karena pemberian dana desa yang begitu 

besar dan jumlah pelaporan yang beragam dalam pengelolaan keuangan desa. 

Maka dengan adanya hal tersebut pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desa. Untuk itu diperlukan dukungan sarana teknologi informasi yang 

memadai serta dapat diandalkan Aulia (2018). Ketiga penelitian ini akan 

dilaksanakan di Kecamatan Windusari karena dalam dalam pelaksanaan tata 

administrasi pemerintahannya belum begitu baik dikarenakan masih banyak 

sumber daya manusia yang kurang pengetahuannya tentang akuntansi yang dapat 

menyebabkan terjadinya penyelewengan anggaran dana desa. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

2. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan 

dana desa? 



10 
 

 
 

4. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh pada 

akuntabilitas pengelolaan dana desa? 

5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris kompetensi perangkat desa 

dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa 

2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris kepemimpinan kepala desa 

dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa 

3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris partisipasi masyarakat dalam 

akuntabilitas pengelolaan dana desa 

4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris komitmen organisasi dalam 

akuntabilitas pengelolaan dana desa 

5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pemanfaatan teknologi 

informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa 

D. Kontribusi 

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat 

dan peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi peran Pemerintah Desa di Kecamatan Bandongan Kabupaten 

Magelang dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi pegawai maupun 
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pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa untuk dapat menciptakan sistem 

kerja yang kondusif dan efisien. 

3. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai seberapa jauh pengaruh pemahaman, peran perangkat desa dan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

4. Bagi Pembaca, penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk 

pengetahuan bagi pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Telaah teori  

1. Teori Stewardship (Stewardship Theory) 

       Teori stewardship (Donaldson dan Davis, 1991), menyatakan bahwa 

tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-

tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu 

kepentingan organisasi. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian 

organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan non profit 

lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi antara steward dengan principal. Rakyat sebagai principal dan 

pemerintah sebagai steward, yang merupakan sebuah hubungan yang 

tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, 

bertanggungjawab, integritas dan jujur pada pihak lainnya. Berdasarkan teori 

ini maka manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan 

(bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal yaitu 

masyarakat dan instansi (Sukarta, Badera, & Ratnadi, 2017). 

       Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat 

menjelaskan peran penting dari pemerintah desa yakni sebagai suatu 

lembaga yang merupakan wadah aspirasi bagi masyarakat. Kepala desa dan 

aparatur desa memiliki tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya serta 

melaksanaan tugas yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Pertanggungjawaban 
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tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan informasi secara berkala 

kepada masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

desa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya 

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

2. Desa 

       Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Desa mempunyai peran untuk 

mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 yang dijelaskan adanya dana desa yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja Negara. Dalam hal ini pemerintah Desa akan 

diberikan dana dan akan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayan masyarakat.  

       Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa 

alokasi dana desa yang diberikan ke masing-masing Desa dihitung 

berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan 

Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dalam pelaksanaannya pengelolaan 
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dana desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Selain itu 

melakukan pemantauan dan evalusi atas pengalokasian, penyaluran dan 

penggunaan dana desa.  

       Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa 

meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Kewenangan desa meliputi: 

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 

hak asal usul desa  

b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

wilayah di atasnya (kabupaten/kota) yang diserahkan pengaturannya 

kepada desa 

c) Tugas pembantuan dari jajaran pemerintahan yang menaunginya, seperti 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

d) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa 

3. Struktur Pemerintah Desa 

       Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa, 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan 

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu 

sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang 
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jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan  kondisi sosial budaya 

setempat. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam 

kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang Kepala 

Desa adalah terkait dengan pelaksanaan program serta kegiatan desa tersebut. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan 

pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

a) Akuntansi Desa 

       Menurut (Sujarweni, 2015) akuntansi adalah suatu aktivitas jasa 

yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian 

atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu 

informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu 

untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Akuntansi Desa adalah 

pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan 

nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan 

sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan 

yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. 

Berdasarkan definisi yang sudah diejelaskan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi desa merupakan suatu proses pencatatan, 

pelaporan dan pengklasifikasian dalam proses transaksi yang disertai 
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dengan bukti-bukti transaksi dan kemudian akan menghasilkan suatu 

informasi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi 

untuk menyediakan informasi dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah 

daerah. 

Berikut akan dijelaskan terkait dengan karateristik penting akuntansi 

desa, yang meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015):  

1) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi 

keuangan desa. 

2) Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi 

dengan output informasi dan laporan keuangan. 

3) Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa). 

4) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa 

dalam pengambilan keputusan. 

b) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

       Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa 

dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas organisasi desa digalakkan 

dalam rangka efisiensi kerja dan peningkatan mutu kinerja organisasi 
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desa itu sendiri, terutama demi menciptakan peningkatan kualitas hidup 

masyarakatnya.   

       Dalam pertanggungjawaban ADD, kepala desa memiliki peran 

sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, 

hingga pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan keuangan desa 

dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan 

pelaksananya, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa 

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa hal ini 

tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 

75 ayat (2). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan 

bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Ada pula asas pengelolaan 

keuangan desa sebagai berikut:  

1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa 

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber 

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; 

4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran 

yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

4. Kompetensi Perangkat Desa 

       Kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya 

kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Menurut beberapa pakar, 

kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja 

yang tinggi dalam pekerjaannya. Ainsworth, Smirth, dan Millership (2007), 

kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang 

relevan dengan pekerjaan.  Menurut Blanchard dan Thacker (2004), skill 

seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu 
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kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, 

berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. 

       Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam 

pelaksanaannya, salah satunya adalah faktor sumber daya manusia yaitu 

tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Kompetensi aparatur desa 

mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai 

aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan 

keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang 

optimal (Anto dan Amir, 2017). Untuk itu dalam pelaksanaannya aparatur 

desa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

pekerjaanya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang 

harus dimiliki oleh masing-masing aparatur desa untuk dapat melaksanakan 

kegiatan pemerintahan desa. 

5. Kepemimpinan Kepala Desa 

       Menurut (Yukl, 2016) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan 

bagaimana melakukannya dan proses memfasilitasi upaya individu secara 

kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Menurut (Robbins dan Judge, 

2015), kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu 

kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. 

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan-

kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia 

mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas 
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tertentu demi pencapaian suatu tujuan atau beberapa tujuan (Kartono, 1982). 

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa kepala desa dibantu oleh 

perangkat desa lainnya. 

6. Partisipasi Masyarakat 

       Menurut (Davis, 2000) partisipasi adalah keterlibatan mental dan 

emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong 

seseorang untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan 

mempertanggungjawabkan keterlibatannya. Menurut (Juliantara, 2002) 

substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan 

dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari 

rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses 

pemberdayaan. Peran masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan 

dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel (Zeyn, 2011).  

       Menurut Crook dan Sverrisson dalam (Devas dan Grant, 2003) 

akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. 

Partisipasi dari semua unsur masyarakat dengan lengan kerja sama secara 

sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan 

(Soehardjo, 1980). Partisipasi berfungsi untuk memotivasi masyarakat 

menjadi berkembang dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat. 
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7. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 

       Mowday et al (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam 

mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. 

Menurut (Robbins dan Judge, 2008), komitmen organisasi merupakan tingkat 

sampai mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut. Aulia (2018) menjelaskan bahwa komitmen organisasi 

yang bagus terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap 

sistem akuntabilitas. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, komitmen 

organisasi diperlukan khususnya dalam pelayanan publik.  

       Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Behnam dan  

MacLean (2011), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi 

mempengaruhi standar akuntabilitas. Menurut (Cavoukian, Taylor, dan 

Abrams, 2010), komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Brown 

dan Moore (2010), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas 

sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih 

memperhatikan konstituen.  

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

       Menurut (Haag dan Keen, 1996), teknologi informasi adalah seperangkat 

alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-

tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi 
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tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (software & hardware) yang 

digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 

1999). Menurut (William dan Sawyer, 2003) teknologi informasi (TI) adalah 

teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang 

berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara dan video.  

       Penerapan teknologi informasi bagi suatu instansi pemerintahan menjadi 

kebutuhan yang penting karena memberikan kemudahan pada pengguna 

untuk mengakses data yang dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan. 

Pengguna dapat merasakan manfaat teknologi informasi tersebut dengan 

maksimal. Intensitas pemakaian teknologi informasi juga akan meningkat 

bagi organisasi-organisasi baik swasta maupun pemerintah dalam rangka 

mendukung kegiatan organisasi dengan alasan sebagai berikut: 

1) meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen  

2) adanya pengaruh ekonomi internasional (globalisasi) 

3) perlunya waktu tanggap yang lebih cepat  

4) tekanan akibat dari persaingan bisnis  

B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

No Penulis Judul Hasil Penelitian 

1 Dewi dan 

Gayatri 

(2019)  

Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Pada 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa 

1. Kompetensi perangkat desa, 

kepemimpinan kepala desa, 

dan partisipasi masyarakat 

desa berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

2 Listyawati Komunikasi Perangkat 1. Kurangnya komunikasi kepala 
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dkk (2019) Nagari Dan Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Dana Desa 

dan perangkat desa dalam 

mensosialisasikan dana desa 

dan program-program 

pembangunan 

2. Partisipasi masyarakat dalam 

hal pengelolaan dana desa 

belum maksimal.  

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

(Lanjutan) 

No Penulis Judul Hasil Penelitian 

3 Aulia (2018) Pengaruh Kompetensi 

Aparat Pengelola Dana 

Desa, Komitmen 

Organisasi Pemerintah 

Desa, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, Dan 

Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Di 

Kabupaten 50 Kota 

1. Kompetensi aparat pengelola 

desa, komitmen organisasi 

pemerintah desa, pemanfaatan 

teknologi informasi, dan 

partisipasi masyarakat 

berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. 

4 Perdana 

(2018) 

Pengaruh Kompetensi 

Aparat Pengelola Dana 

Desa, Komitmen 

Organisasi Pemerintah 

Desa, Partisipasi 

Masyarakat, Dan 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa Di Kabupaten 

Bantul 

1. Partisipasi masyarakat dan 

pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa 

2. kompetensi aparat pengelola 

dana desa dan komitmen 

organisasi tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa 

5 Hidayah & 

Wijayanti 

(2017) 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa 

1. Tahap perencanaan dana desa 

pada pemerintah desa 

Wonodadi sudah menerapkan 

prinsip partisipasi.  

2. Tahap pelaksanaan dana desa 

pemerintah desa belum 

melaksanakan prinsip 

transparansi. 

6 Mada, Pengaruh Kompetensi, 1. Kompetensi aparat pengelola 
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Kalangi & 

Gamaliel 

(2017) 

Komitmen Organisasi dan 

Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

dana desa, komitmen 

organisasi pemerintah desa 

dan partisipasi masyarakat 

berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

dana desa  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

(Lanjutan) 

No Penulis Judul Hasil Penelitian 

7 Mahayani 

(2017) 

Prosocial Behavior Dan 

Persepsi Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

Dalam Konteks Budaya Tri 

Hita Karana 

1. Kompetensi sumber daya 

manusia dan partisipasi 

masyarakat berpengaruh 

positif pada akuntabilitas 

pengelolaan dana desa  

2. Kepemimpinan tidak 

ditemukan bukti empiris 

berpengaruh pada 

akuntabilitas pengelolaan 

dana desa 

8 Rosyidi 

(2018) 

Pengaruh Transparansi, 

Kompetensi Dan Sistem 

Pengendalian Internal 

Terhadap Akuntabilitas 

Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (Studi Empiris Pada 

Seluruh Desa Di 

Kecamatan Salo 

Kabupaten Kampar) 

1. Transparansi, kompetensi, dan 

sistem pengendalian internal 

berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas 

pemerintah desa dalam 

pengelolaan alokasi dana desa 

di Kecamatan Salo. 

9 Widyatama 

dkk (2017) 

Kompetensi dan 

Pengendalian Internal 

Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

1. Kompetensi perangkat desa 

tidak berpengaruh terhadap 

akuntabiitas pengelolaan dana 

desa 

2. Pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

dana desa 
10 Sugiarti & 

Yudianto 

Analisis Faktor 

Kompetensi Sumber Daya 

1. Kompetensi sumber daya 

manusia, pemanfaatan 



25 
 

 
 

(2017) Manusia, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, dan 

Partisipasi Penganggaran 

Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

(Survei Pada Desa-Desa di 

Wilayah Kecamatan Klari, 

Kecamatan Karawang 

Timur, Kecamatan 

Majalaya dan Kecamatan 

Rengasdengklok 

Kabupaten Karawang) 

teknologi informasi, 

partisipasi anggaran 

berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

(Lanjutan) 

11 Wardani & 

Andriyani 

(2017) 

Pengaruh Kualitas Sumber 

Daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, Dan Sistem 

Pengendalian Intern 

Terhadap Keandalan 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintahan Desa Di 

Kabupaten Klaten 

1. Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Sistem 

Pengendalian Intern 

berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap keandalan 

pelaporan keuangan 

pemerintahan desa. 

2. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keandalan pelaporan 

keuangan pemerintahan desa. 
Tabel 2  2.1 Penelitian Sebelumnya 

Sumber: berbagai jurnal yang di olah tahun 2019 

 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

       Kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya 

kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Menurut Blanchard dan Thacker 

(2004), skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam 

melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu 

peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi 
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bisnis. Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa mutlak diperlukan untuk 

mengatur kegiatan pemerintahan desa.  

       Kaitannya dengan teori stewardship, bahwa rakyat adalah principal 

sedangkan pemerintah desa adalah steward. Teori stewardship menjelaskan 

bahwa karakter individu harus memiliki tanggungjawab serta integritas yang 

tinggi. Kompetensi dapat diperoleh jika dapat melaksanakan tugas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban aparatur desa atas tugas dan wewenang yang 

dimilikinya. Maka dari itu tidak akan terjadi penyelewengan anggaran dana 

desa oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Pelaksanaaan 

kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desa. 

       Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa kompetensi 

perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut. 

H1. Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

 

2. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

       Menurut Yukl (2016) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang 

lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan 

bagaimana melakukannya dan proses memfasilitasi upaya individu secara 

kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Robbins dan Judge (2015), 
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kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 

menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan 

suatu kegiatan pemerintahan desa tidak terlepas dari pengawasan kepala desa. 

       Kaitannya dengan teori stewardship, bahwa rakyat adalah principal 

sedangkan pemerintah desa adalah steward. Teori stewardship diterapkan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai dasar untuk mempengaruhi 

dalam hubungan principal dengan steward. Kepala desa memiliki kedudukan 

tertinggi dalam organisasi perangkat desa, dengan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan 

kemasyarakatan desa. Kepala desa berperan penting dalam pengambilan 

keputusan organisasi pemerintah desa. Kegiatan pemerintahan desa dalam 

pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya.  

       Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa kepemimpinan 

kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut. 

H2. Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

 

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa 

       Menurut Crook dan Sverrisson dalam (Devas dan Grant, 2003), 

akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. 

Peran masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, 
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pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja 

pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Zeyn, 2011). 

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dilakukan dengan menjalankan 

program-program yang sudah ditetapkan dengan adanya dorongan partisipasi 

masyarakat sebagai bentuk kontribusi langsung masyarakat kepada desa. 

       Kaitannya dengan teori stewardship, bahwa rakyat adalah principal 

sedangkan pemerintah desa adalah steward. Dalam pelaksanaannya 

pemerintah desa akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dengan 

melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat 

diperlukan guna mencegah adanya kesalahpahaman anggaran dana desa 

mengingat sering terjadi penyelewengan dana desa di berbagai daerah. Hal 

tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip yang transparan dan 

akuntabel dalam pengelolaan dana desa. 

       Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa partisipasi 

masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut. 

H3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. 

 

4. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

       Mowday et al (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam 

mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. 
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Menurut Robbins dan Judge (2008), komitmen organisasi merupakan tingkat 

sampai mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut. Menurut (Cavoukian et al, 2010), komitmen organisasi 

diperlukan dalam akuntabilitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi pada masing-

masing aparatur desa, maka dalam melaksanakan tugasnya tentu mereka akan 

meningkatkan rasa tanggung jawabnya di dalam mengelola keuangan desa. 

       Kaitannya dengan teori stewardship, sesuai dengan perannya yaitu rakyat 

sebagai principal dan pemerintah desa sebagai steward. Pemerintah desa 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap akuntabilitas pengelolaan 

dana desa dimana pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana desa kepada rakyat. Komitmen organisasi yang tinggi maka 

akan berdampak positif pada cara kerja perangkat desa dengan lebih 

maksimal dalam memenuhi segala tanggungjawabnya. Pemerintah desa juga 

akan mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Sehingga hasil 

kerja juga akan berkualitas baik dan dapat memberikan dampak positif bagi 

pemerintah desa maupun masyarakat. 

       Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut. 

H4. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa 

       Menurut (Haag dan Keen, 1996), teknologi informasi adalah seperangkat 

alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas 

yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi tidak 

hanya terbatas pada teknologi komputer (software &hardware) yang 

digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 

1999). Penerapan teknologi informasi bagi suatu instansi pemerintahan 

menjadi kebutuhan yang penting karena memberikan kemudahan pada 

pengguna untuk mengakses data yang dibutuhkan dalam organisasi 

pemerintahan. Teknologi informasi salah satunya teknologi komputer dapat 

digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan 

keuangan pemerintah desa, sehingga aparatur desa mampu untuk menginput 

data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. 

       Kaitannya dengan teori stewardship, bahwa rakyat adalah principal 

sedangkan pemerintah desa adalah steward. Pemerintah desa akan selalu 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan 

transparansi kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab kepada 

pemerintah desa. Prinsip akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan pemberian 

tugas yang terstruktur dan tersistem dengan baik. Penggunaan komputer ini 

dapat memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan kegiatan yang 

dilakukan perangkat desa, diantaranya dapat melakukan pemrosesan data 
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yaitu mengakses data dengan mudah, dapat mentransmisikan data dari satu 

bagian ke bagian yang lain dan dapat melakukan perekapan data (menyimpan 

data). Adanya pemanfaaatan teknologi informasi yang tinggi maka akan 

menghasilkan keakuratan dan ketepatan hasil operasi data yang tinggi juga 

sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi di dalam pengelolaan dana 

desa. 

       Penelitian Aulia (2018) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut. 

H5. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa 

  



32 
 

 
 

D. Model Penelitian 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

       Metode penelitian merupakan langkah awal dalam menyusun kerangka 

penelitian yang berisi mengenai tahapan-tahapan penelitian. Adapun 

penjelasannya sebagaimana berikut ini. 

A. Populasi dan Sampel  

       Populasi merupakan wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012). Populasi dalam penelitian ini, adalah Desa se- Kecamatan Windusari 

yaitu sebanyak 20 Desa yang mendapatkan dana desa.  

       Menurut (Sugiyono, 2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan memiliki kesempatan yang sama 

untuk digunakan sebagai pengumpulan data atau responden. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Menurut (Sugiyono, 2010) purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. 

       Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang bersumber dari responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

kriteria tertentu (purposive sampling), yang terdiri dari kepala desa yang 

berperan sebagai sebagai pengambil keputusan terhadap anggaran dana desa, 

sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra dan yang terlibat ke dalam 
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pejabat pengelola aplikasi Siskeudes. Persyaratan dalam pengisian kuesioner 

diambil dengan kriteria memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat 

pendidikan minimal SMP/SLTP sederajat. Metode pengumpulan data dengan 

cara menyebarkan kuesioner. Data-data yang diperlukan meliputi pernyataan 

responden terhadap pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan 

kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa dan 

pemanfaatan teknologi informasi.  

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

       Definisi operasional dan pengukuran variabel memberikan gambaran 

secara teknis tentang penjabaran dan pengukuran tiap-tiap variabel yang 

diteliti, sehingga dapat memberikan persepsi yang sama. Adapun definisi 

operasional tiap-tiap variabel yang diteliti dan pengukurannya dijabarkan 

sebagaimana berikut: 

1. Kompetensi Perangkat Desa 

       Menurut (Ainsworth et al., 2007) kompetensi merupakan kombinasi 

pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Untuk 

meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan 

Klimoski, 2004). Variabel kompetensi perangkat desa menggunakan 

instrumen Aulia (2018) dengan sembilan indikator, selanjutnya indikator 

tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala likert, yaitu; 

Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, 

dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan 
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kompetensi perangkat desa yang rendah dan skala tinggi menunjukkan 

kompetensi perangkat desa yang tinggi. 

2. Kepemimpinan Kepala Desa 

       Menurut (Yukl, 2016) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan 

dan bagaimana melakukannya dan proses memfasilitasi upaya individu 

secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Variabel peran perangkat 

desa menggunakan instrumen Dewi dan Gayatri (2019) dengan sembilan 

indikator, selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu pernyataan dan 

diukur dengan skala likert, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, 

Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. 

Skala rendah menunjukkan kepemimpinan kepala desa yang rendah dan 

skala tinggi menunjukkan kepemimpinan kepala desa yang tinggi. 

3. Partisipasi masyarakat 

       Menurut Crook dan Sverrisson dalam (Devas dan Grant, 2003), 

akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. 

Variabel partisipasi masyarakat menggunakan instrumen Aulia (2018) 

dengan sepuluh indikator. selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu 

pernyataan dan diukur dengan skala likert, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, 

Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak 

Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan partisipasi masyarakat yang 

rendah dan skala tinggi menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi. 
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4. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 

      Mowday et al (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam 

mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. 

Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa menggunakan instrumen 

Aulia (2018) dengan sembilan indikator, selanjutnya indikator tersebut 

dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala likert, yaitu; Sangat 

Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan 

Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan komitmen 

organisasi pemerintah desa informasi yang rendah dan skala tinggi 

menunjukkan komitmen organisasi pemerintah desa yang tinggi. 

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi  

       Menurut (Haag & Keen, 1996), teknologi informasi adalah 

seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan 

melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan 

informasi. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menggunakan 

instrumen Aulia (2018) dengan sembilan indikator, selanjutnya indikator 

tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala likert, yaitu; 

Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, 

dan Sangan Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan 

pemanfaatan teknologi informasi yang rendah dan skala tinggi 

menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi. 
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6. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

       Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa 

dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa 

menggunakan instrumen Aulia (2018) dengan sepuluh indikator, 

selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan 

skala likert, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, 

Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah 

menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang rendah dan skala 

tinggi menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tinggi.  

C. Metoda Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

       Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, 

jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Statistik 

deskriptif juga memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, skewness (kemencengan distribusi) dan kurtosis (Ghozali, 

2011). 

 



37 
 

 
 

2. Metoda Analisis Data 

a) Uji Validitas  

       Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan 

tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Menguji validitas 

instrument kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan 

Confirmatory Factors Analysis (CFA). Confirmatory Factors Analysis 

digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai 

unidimesionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan 

dapat mengkonfirmasikan sebuah variabel. Analisis faktor 

konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan 

indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan 

mengelompokkan masing-masing indicator ke dalam beberapa faktor 

apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, 

kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading 

yang tinggi. 

       Pada saat pengelompokan terdapat kesulitan dalam 

menginterprestasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk 

interprestasi faktor adalah factor rotation. Rotasi orthogonal 

melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 

90 derajat disebut oblique rotation. Rotasi orthogonal dapat berbentuk 

Quartimax, Varimax, Equimax dan Promax (Ghozali, 2011). 
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       Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis fackor 

adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (sufficient 

correlation). Uji Bartlett of Sphericity merupakan uji statistik untuk 

menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar 

sampel menyebabkan Bartlett test semakin sensitif untuk mendeteksi 

adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk 

mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya 

dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Mayer Olkin Measure of 

Sampling Adequancy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 

sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0,50 dan cross 

loading > 0,50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2011). 

b) Uji Reliabilitas 

       Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing 

instrument yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien 

cronbach alpha (α) lebih besar dari 0,60 atau 60% (Ghozali, 2011). 

c) Analisis Regresi Linier Berganda 

       Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun model 

persamaan analisis regresi linier berganda penelitian ini sebagai 

berikut.  
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APDD = α + β1KPD + β2KKD + β3PM + β4KOPD + β5PTI e  

Keterangan:  

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  

KPD  = Kompetensi Perangkat Desa  

KKD  = Kepemimpinan Kepala Desa 

PM  = Partisipasi Masyarakat 

KOPD = Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 

PTI  = Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Β1,2,3  = Koefisien Regresi X4  

e   = Error (tingkat kesalahan) 

D. Pengujian Hipotesis  

a) Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

       Menurut (Ghozali, 2011), koefisien determinasi R
2 

untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

R
2 

adalah antara nol sampai 1. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai R
2 

mendekati 1 berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.   

b) Uji t 

       Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Proses pengujian ini dilakukan 

berdasarkan t hitung dengan tingkat kepercayaan 5%. Ketentuan yang 

digunakan dalam analisis ini adalah Level of significance 0,05 dengan 

derajat keterbatasan df = n – 1. Kriteria penerimaan hipotesis positif: 
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1) Jika t hitung > t tabel atau p value < = 0,05 maka Ho ditolak atau 

Ha diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika t hitung < t tabel atau p value > α = 0,05 maka Ho diterima 

atau Ha ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Penerimaan Uji t 

 

c) Uji F (Goodness of Fit) 

       Menurut (Ghozali, 2011) Uji statistik F pada dasarnya digunakan 

untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual (goodness of fit). Uji F menguji apakah variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk 

menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. 

Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat 

kebebasan pembilang (df1) = k dan derajat kebabasan penyebut (df2) 

= n – k – 1, dimana k adalah jumlah variabel bebas. 

       Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F 

hitung dengan F tabel. Adapun kriteria yang digunakan adalah:  

α = 5% 

t tabel 

 

Ho tidak ditolak Ho ditolak 

 

 

0 

Gambar 2 3.2 Penerimaan Uji t 



41 
 

 
 

1) Jika F hitung > F tabel atau p value < α = 0,05 artinya model 

yang digunakan bagus (fit) 

2) Jika F hitung < F tabel atau p value > α = 0,05 artinya model 

yang digunakan tidak bagus (tidak fit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Penerimaan Uji F 
Figure 1Gambar 3.1 Penerimaan Uji F 

 

 

 

 

 

Gambar 3 3.1 Penerimaan Uji F 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat 

desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi 

pemerintah desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dan diperoleh 77 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan 

hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat 

desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi 

perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menjelaskan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 32,7% sedangkan sisanya  67,3% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian 

2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang 

artinya model yang digunakan sudah bagus. 

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kepemimpinan kepala desa 

tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi 

masyarakat berpengruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 

komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan 

kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya di 

Desa se-Kecamatan Windusari dengan responden yang memiliki rangkap 

jabatan dalam organisasi pemerintah desa. Sehingga penelitian ini belum dapat 

digeneralisasi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Magelang. 

2. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang 

menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga masih terdapat 

variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa. 

C. Saran 

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat 

memperluas jumlah sampel dengan menambahkan populasi di Kecamatan lain 

di Kabupaten Magelang serta menggunakan kriteria responden dengan satu 

jabatan.  

2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti peran perangkat 

desa karena terdapat hubungan antara karakteristik pegawai dengan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa yang memiliki pengaruh langsung pada 

masyarakat. Peran dari perangkat desa diharapkan bisa mengelola dan 

mengembangkan masyarakat beserta sumberdaya yang dimiliki secara tepat 

dan mudah (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018). 
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